BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Pembeli tanah dan bangunan dengan bukti
kuitansi yang Penjual tidak diketahui keberadaannya dalam Putusan
Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 93/Pdt.G/2019/PN.Bdg
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah tidak terlindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 ini, bahkan peraturan ini dapat menggugurkan atau dianggap
tidak sah jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan secara dibawah
tangan.

2. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pembeli tanah dan bangunan
dengan bukti kuitansi yang Penjual tidak diketahui keberadaannya agar
jual beli tanah dan bangunan dengan menggunakan bukti kuitansi dapat
mempunyai kekuatan hukum pasti adalah dengan meminta Putusan
Pengadilan Negeri. Dengan putusan pengadilan dapat memberikan
kepastian hukum kepada Pembeli tanah dan bangunan dengan bukti
kuitansi yang Penjual tidak diketahui keberadaannya (Penggugat) sebagai
pemilik yang sah atas tanah dan bangunan diatasnya. Dengan putusan
Pengadilan Negeri tersebut, maka Pembeli tanah dan bangunan dengan

bukti kuitansi yang Penjual tidak diketahui keberadaannya dapat
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melakukan peralihan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang ada. Majelis hakim dapat memutuskan jual beli dinyatakan sah, dan
Pembeli dalam hal ini Penggugat dapat bertindak untuk menandatangani
Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT sebagai Pembeli sekaligus Penjual
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan
suatu saran adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum di Indonesia bagi Pembeli tanah dan bangunan
menggunakan bukti kuitansi yang Penjual tidak diketahui keberadaannya
belum terlaksana dengan baik. Kasus gugatan Pembeli tanah dan bangunan
dengan bukti kuitansi yang Penjual tidak diketahui keberadaannya yang
ditolak oleh Pengadilan Negeri Bekasi (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor 547/Pdt.G/2019/PN Bks) dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi
Bandung (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
488/PDT/2020/PT.BDG), hal ini menunjukan tidak adanya perlindungan
hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik. Sehingga seharusnya majelis
hakim dalam memberikan putusan seharusnya memperhatikan fakta yang
terungkap dalam persidangan dan pada saat penilaian alat bukti surat
seharusnya menilai dengan sebaik mungkin, dan melihat dari seluruh
aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia..

2. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pembeli jual beli tanah dan

bangunan dengan bukti kuitansi yang Penjual tidak diketahui
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keberadaanya, agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat
mempunyai kekuatan hukum yang pasti adalah dengan meminta Putusan
Pengadilan Negeri untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat
sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan diatasnya. Namun
alangkah lebih baiknya saat transaksi jual beli tanah beserta bangunannya

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
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